
BUPATI TANA TORAJA

PROVTNSI SULAWESI SEI.ATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARIA KEKAYAAN PENYEI.ENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbalg : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik

(Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi,

nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta

wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para

pejabat Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan

Pemerintah KabuPaten Tarla Toraja untuk melaporkan

harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor f3 Tahun /I
2016 tentang t aporan Harta Kekayaan Penyelenggia.ra,

' Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan

Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaaan Harta
' Kekayaan Penyelenggara Negara sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkai periimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerinta-h Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukarr Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(l,embalan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ra22)i

2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( l,embaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 1999 Nomor Ts,Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaral Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),

sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang Nomor
20 Tahun 2OO1 tentang Perubahal Atas Undang-Undang
Nomor 31 Taiun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidalu Korupsi (l,embaran Negara Republik Indouesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahal Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran NegaE
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambalan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5, Tambalan Lembarar Negara Republik
lndonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 ,.n^* f
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republikf
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I€mbaran
Negara Republik Indoneaia Nomor 5587), sebagaimana
telal diubah beberapa ka-li terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 rentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbalan Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l€mbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun
2016 ter]ta,rg Tata Cara Pendaftaran, Pengumumal dan
Pemeriksaaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan darr Susunan Perangkat
Daerah;



Memperhatikan : 1

2

3-

lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Surat Edarar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara darl

Reformsi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban

Penyampaial dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian

l,aporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di

Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah;

Surat F.daran Komisi Pemberartasan Korupsi Nomor : SE-

OS l}l I lO 12016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasar
Korupsi Nomor 07 Taltun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

PERATURAN "T,TH:TX" LAPORAN HARTA KEKAYAAN,/r
PEI'IYELENGGARA NEGARA DI LTNGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

2, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yalg selanjutnya disebut KpK
adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan malapun dan
dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan penyelenggara Negara (pN)
beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang
dituargkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KpK).

4. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah pejabat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang wajib mengisi dan
me nyampaikan LHKPN.

Menetapkan
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BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib
menyampaikan LHKPN terdiri atas :

a. Bupati Tana Toraja;
b. Wakil Bupati Tana Toraja;
c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
e, Kuasa Pengguna Anggaran;
f. Pejabat Pembuat Komitmen;
g. Auditor;
h. Pejabat dan Panitia pengadaan barang/jasa; dan
i. Direksi dan Komisaris BUMD Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui

Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib me ngisi

menyampaikan LHKPN pa.ling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama

menjabat;
b. pengangkatan kembali sebaga.i Penyelenggara Negara setelair berakhimya

masa jabatan; atau
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai PenyelenggaJa Negara.

Pasal 5

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4' wajib

menyampaikan LHKPN secara periodic setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta

Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 3l Desember

dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggai 31 Maret tahun

berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebaaaimana dimalcsud dalam Pasal 5 dilaksanakan

dengan cara sebagai berikut:
a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau
b. mengisi formuur LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalarn

media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa

ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

o*/
/

kali



Dalam hal penyampaian LHKPN
dimaksud dalam pasal 6 huruf b,
kepada Unit pengelola LHKPN pada

Pasal 8

Dalam rangka mendukung kolancaran pelaksanaal
ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Keda.
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Pasal 7

dilaksanakan dengan cara sebagaimana
fotokopi tanda terima LHKPN disarnpaikan
Pemerintah Daerah.

penyampaian LHKPN,

BAE} III

UNIT PENGELOI.A LHKPN

Pasal g

(1) untuk mengelora da,, mengkoordinir LHKpN dibentuk unit pengelola
LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusa! Bupati Tana Tora.ia.

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
2. Inspektur Kabupaten Tana Tor4ja

b. Admin Instarsi : Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada BKPSDM

Admin Pengelola

Kabupaten Tana Torqia

Kasubag atau Staf pada masing-
Orgalisasi Perangkat Daerah.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (t) mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. Koordinator LHKPN :

1. Berkoordinasi dengaa KPK dalam hal sebagai berikut:

a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib
LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;

b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi
dalam melakukal pengelolaan LHKPN

c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada

Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.

2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk
mematuhi kewqjibal penyampaian dan pengumuman LHKPN;

3. mengusulkar penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib

LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk
ditetapkan oleh Bupati Tana Toraja.

b. Admin Instansi:
1. Melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian

mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya

c



(pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya
jabatan) yang disampaikan oleh KpK dan menyarnpaikannya kembali
kepada KpK

2. menunjuk dan membuat akun admin unit keda;
3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis
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mengenai tata cara pengisian LHKPN

Admin Unit Keda:c

1. Mengelola aplikasi e-LHKpN di lingkungan pemerintah Daerah.
2. Membuat akun Wajib LHKpN / penyelenggara Negara;
3. Membuat/pemutakhiran data Wajib LHKPN

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 10

/(2) Inspektorat Kabupaten Tana Torqia merupakan unit pengawasan intemal/
yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaanf
dan kepatuhan LHKPN di lingkungan pemerintah Daerah.

(1) Atasan langsung pejabat Wajib LHKpN memiliki kewajiban melakukan
pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksalaan wajib
LHKPN.

Pasal l1

Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja bertugas :

a. memonitor kepatuhal penyampaian dan pengumuman LHKPN serta
kepatuhan pejabat wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta
kekayaannya;

b. berkoordinasi dengan koordinator pengelola LHKPN dalam rangka
pelaksanaan tugas sebagaimala dima-ksud pada huruf a;

c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan
pemeriksaan LHKPN yang meliputi :

1. data mengenai kepatuhan pejabat wajib LHKPN dalam menyampaikan

dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;

2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan

3. hat-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas

dari koordinator kepada Bupati Tana Toraja dengan memberikan tembusan

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

dan KPK.
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BAB V

SANKSI

Pasal 12

(1) Wajib LHKPN yang berstatus pegawai negeri sipil jika tidak menyampaikan
LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin
tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (i) terdiri
atas:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (3) tahun; dan/atau
b. pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:

a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyal< 3 (tiga) kali, dengart

masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan /
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyanPaikan LHKPN makf

kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikalr sanksi sebagaimanlr
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Penjatuhan hukuman disiptin sebagaimara dimaksud dalam Pasal 12 dan

Pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat

Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2O1O tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAE} VII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bertaku:

a. terhadap Penyelengga-ra Negara yang suda-h pemah menyampaikan LHKPN

dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B,

serta:

1. mengalami perubahan jabatan; atau



2' mempunvai kewajiban menyampaikan kembali LHKpN. tidak perrumenyampaikan LHKPN pada tahun 2O17; dan
b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2O18, harta kekayaan yangdilaporkaa merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31Desember 2Ot7 dan disampaikan kepada KpK pufirrg f"_iu? p"aa tanggal31 Maret 2018.
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BAB VIII

KEIENTUAN PENUTUP

PaBaI 15

ODEMUS BIRIN AE

Diundangkan di Makale

pada tanggal

Plh. SEKRETARIS KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL DE BURA

Pada saat Peraturan Bupati ini muli berlaku, peraturan Bupati Tana Nomor 13
Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tor4ja dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

/"

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 14 Sep.ccflbar 201?

I
{A BUPATI TANA TORA.IA,

BEzuTA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2017 NOMOR

/fr,


